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Maklumat Nomor 7 Tahun 1945 Negeri Kasultanan Jogjakarta dan Pradja Paku
Alaman, Daerah Istimewa Negara Republik Indonesia tentang Pembentukan

Perwakilan Rakjat Kalurahan.

Maklumat Nomor 14 Tahun 1946 Daerah Istimewa Republik Indonesia Jogjakarta
(Kasuitanan dan Paku Alaman) tentang Dewan Perwakilan Rakjat Kalurahan

dan Madjelis Permusyawaratan Rakjat.

Maklumat Nomor 15 Tahun 1946 Daerah Istimewa Republik Indonesia Jogjakarta

(Kasuitanan dan Paku Alaman) tentang Pemilihan Pamong Kalurahan.

Makiumat Nomor 16 Tahun 1946 Daerah Istimewa Republik Indonesia Jogjakarta

(Kasultanan dan Paku Alaman) tentang Susunan Pamong Kalurahan.

Maklumat Nomor 17 Tahun 1946 Daerah Istimewa Republik Indonesia Jogjakarta
(Kasultanan dan Paku Alaman) tentang Perobahan Maklumat Nomor 7 tentang

Pemilihan Dewan-Perwakilan-Rakjat-Kalurahan.

Maklumat Nomor 5 Tahun 1948 P er ih Daerah Istimewa Negeri Republik
Indonesia Jogjakarta (Kasultanan dan Paku Alaman) tentang Hal Perubahan

Daerah-daerah Kalurahan dan Nama-namanya.

Petundjuk Djawatan Pradja DIJ Nomor 17/D.P.,-’46 Hal Pembagian Tanah Lungguh,

Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa.
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Pengarem-arem dan Tanah Kas Desa Menjambung Petundjuk dari Djawatan

Pradja Nomor 17/D.P.,-’46

Petundjuk Djawatan Pradja DIJ Nomor 27/D.P.,-’46 Hal Pendjelasan Petundjuk

Djawatan Pradja Nomor 17/D.P.-’46.

Petundjuk Djawatan Pradja DI) Nomor 4 A/D.P.,-’46 Hal Gadjih dan Onderstand
untuk Anggauta Pamong Kalurahan dari Pamong Kalurahan jang telah Diatur

Baru.
Peraturan Daerah DI1J Nomor 5 Tahun 1954 tentang Hak Atas Tanah di DilJ.

Peraturan Daerah DIJ Nomor 32 Tahun 1956 tentang Pemberian Tunjangan di Hari

Tua kepada Pamong Kalurahan, Pembantu Pamong/Kepala Dukuh.

Peraturan Daerah DIJ Nomor 2 Tahun 1969 tentang Pemilihan, Pengangkatan,
Pemberhentian Semesntara (Schorsing) dan Pemberhentian Lurah/Kepala

Desa. Kepala Bagian, Kepala Dukuh dan Pembantu-pembantu Kepala Bagian.

Peraturan Daerah DIY Nomor | Tahun 1972 tentang Pencabutan Peraturan Daerah

DL Nomor 7/1963 tentang Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Royong.

Keputusan Bupati Kepala Dacrah Kabupaten Sleman Nomor 26/Kpt/Otdes/l. ..
tentang Pedoman Pemberian Kesempatan untuk Menggarap (malak) bagi

Keluarga dari Pamong Kalurahan yang Meninggal Dunia.

Keputusan Kepala Daerah Kepala Daerah DIY Nomor 148 Tahun 1973 tentang
Pengalihan Tugas dan Kewenangan Dewan Perwakilan Rakjat Gotong

Royong kepala Lurah/Kepala Desa.
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Nopember 1974 tentang Tunjangan Hari Tua Pamong.

Surat Nomor Wakil Kepala Daerah DIY Nomor K.715/1/A/°75, tanggal 19 Februari

1975 Hal Tunjangan Hari Tua Pamong Desa.
Undang-undang Nomor 5 tahun 1979 tentang P« ahan Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi

dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1982 tentang tentang Kedudukan
dan Kedudukan Keuangan Kepala desa, Seckretaris Desa, Kepala-kepala

Urusan dan Kepala-kepala Dusun.

Peraturan Dacrah Daerah Tingkat [I Sleman Nomor 1 Tahun 1983 Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa

Peraturan Daerah Daerah Tingkat II Sleman Nomor 2 Tahun 1983 tentang
Persyaratan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Desa,

Kepala-kepala Urusan serta dan Kepala-kepala Dusun

Peraturan Daerah DIY Nc¢ w 8 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

Kepala Desa.

Peraturan Daerah DIY Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan Keuangan Kepala

Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-kepala Dusun

Keputusan Bupati Sleman Nomor 126/Kep. KDH/1987 tentang Pemberhentian para
Pejabat Pemerintah Desa se-Kabupaten Daerah Tingkat I Sleman dari Jabatan

Lama untuk Selanjunya Diangkat ke dalam Jabatan Baru sesuai dengan
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berdas: * in Undang-undang Nomor £ ,.hun 1979.

Lampiran Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor 282/K. .'S/1988 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Perda DIY Nomor 8 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pemilihan,
Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara dan Pemberhentian

Kepala Desa

Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor 392/KPTS/1990 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan D:  1h D1Y Nomor 8 Tahun 1986 tentang Kedudukan
Keuangan Kepala Desa, Sekretaris Desa, Kepala-kepala Urusan dan Kepala-

kepala Dusun.

Keputusan Gubernur Kepala DIY Nomor 173/KPTS/1991 tentang Penyempurnaan
Lampiran Keputusan Gubernur Ke * DIY Nomor 282/KPTS/1988 tentang
Tata Cara Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, Pemberhentian Sementara

dan Pemberhentian Kepala Desa.

Keputusan Bupati Sleman Kepala Dati 11 Sleman No. 291/Kep.KDH/1995 tentang
Pemberian Penghargaan bagi Kepala-Kepala Desa yang Diberhentikan dengan

Hormat karena telah Berakhir Masa Jabatannya.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1996 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Peraturan Daerah DIY Nomor 13 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pencalonan,

Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.

Keputusan Gubernur Kepala DIY WNomor 156/KPTS/1998 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Peraturan Daerah L... Nomor 13 Tahun 1997 tentang Tata Cara

Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa.
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tentang Tata ~ ra Pencalor -, P 'ihan, Pen gkatan dan Pemberhentian

Kepala Desa.Kabupaten Daerah Tingkat I1 Sleman.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintat

Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2000 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan

Mengenai Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 4 Tahun 2003 tentang Susunan

Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah K" -1paten Sleman Nomor 6 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Lurah Desa.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 6 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2000 tentang

Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pelantikan dan Pemberhentian Dukuh.

Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 7 Tahun 2003 tentang Perubahan

Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 8 Tahun 2000 tentang
Tata Cara Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Carik/Kepala

Bagian/Kepala Urusan/Sekretaris BPD.

Peraturan Daerah Kabupaten Slc __an Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan

Keuangan Lurah Desa dan Pamong Desa.
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Lain-lain/Majalah/Surat Kabar

Surat Gubemur DIY Nomor 143/1501 tanggal 10 Juli 1990 Hal Pemantapan Berbagai

Jenis dan Bentuk Tanah Kas Desa dengan Sebutan “Tanah Kas Desa™.

Surat Gubemnur DIY Nomor 143/531 tanggal 3 Maret 1992 Hal Tindak Lanjut Surat
Gubernur DIY Nomor 143/1501 tanggal 10 Juli 1990.
Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 1992 tentang Perubahan Status

Tanah Ber _ ok dan yang Sejenis menjadi Tanah Kas Desa.
Memory DPRD Kabupaten Sleman1  ode 1999 — 2004, Setwan Kabupaten Sleman.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sleman, 3 Mei 2003.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Sleman, 14 Met 2003.

Surat Keputusan Keputusan DPRD Kabupaten Sleman Nomor 5/K.DPRID/2003, 20
Mei 2003,

Proceeding Workshop Desentralisasi dan Good Governance. 24 — 26 September 2001,
$2 Politik Lokal dan Otonomi Daerah & Program S2 Sosiologi, Universitas
Gadjah Mada, Yogyakarta: bekerja sama dengan Partnership For Governance
Reform for Indonesia.

Selintas Hasil Pembangunan Kabupaten Sleman, Bagian Hubungan Masyarakat Setda
Kabupaten Sieman, 2003.

Kabupaten Sleman dalam Angka Tahur. .J03, ..ro Pusat Statisttk bupaten Sleman,

2004.

Daftar Lurah Desa dan Pamong Desa dan Staf Pemerintah Desa se-Kabupaten Sieman

Tahun 2004, Bagian Pemeriniahan Desa Setda Kabupaten Sleman.
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Pemerintahan Desa Setda Kabupaten Sleman.
Monografi Desa Kepuharjo.
Laporan Lurah Desa dalam rangkan Evaluasi/Perlombaan Desa Tahun 2005

Data Penghasilan Tetap/Tunjangan Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, Pamong Desa
dan Staf Desa Kepuharjo, Kecamatan Cangkringan, Kabupaten Sleman.

Monografi Desa Margokaton Tahun 2003 dan 2004.
Buku Profil Desa Margokaton 2003.

Data Penghasilan Tetap/Tunjangan Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, Pamong Desa

dan Staf Desa Margokaton, Kecamatan Seyegan, Kabupaten Sleman.
Monografi Desa Triharjo, 2005

Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Triharjo kepada Badan Perwakilan Desa

tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun 2003.

Data Penghasilan Tetap/Tunjangan Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, Pamong Desa

dan Staf’ Desa Triharjo, Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman, 2004,
Monografi Desa Banyuraden, 2004.
Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Banyuraden Tahun 2003.
Data Penghasilan Tetap/Tunjangan Akhir Masa Jabatan Lurah Desa, Pamong Desa

dan Staf Desa Banyuraden, Kecamatan Gamping, Kabupaten Sleman, 2004.

http://www.bernas.info/modules.php?name=news & new topic=3"23/12/2003

www.islamlib.com, 19/1/2003

www.e-psikologi.com/manajemen/240502i.him
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Resistensi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 9 Tahun 2003 tentang Kedudukan
Keuangan
Lurah Desa dan Pamong Desa

SETIAWAN, Hendri, Dr. Samadra,Wibgwa i ;. — : e
&%&ﬂiversit% Gadjah Ma@ﬂ?&%@?—%ﬁgp:ﬂetd.régg{eé&ygrgm.ml,qyen‘:le&artld—2007

http:/listserv.dartmouth.edu/scripts/wa.exe?A2=ind9906 &1 =bahasa&+=261

http://wikipedia.org/wiki/reformasi

http://re-searchengines.com/nurkolis2. html.

Harian Bernas, 5 Juni 2003.

Harian Bernas, 19 Juli 2003.

Harian Bernas, 16 September 2003.

Harian Kedaulatan Rakyat,. 5 Juni 2003,

Harian Kedaulatan Rakyat,. 19 Juni 2003.

Harian Kedaulatan Rakyat,. 11 September 2003.
Harian Kedaulatan Rakyat,. 20 Oktober 2003.
Harian Kedaulatan Rakyat,. 30 Oktober 2003.
Harian Jawa Pos/Radar Yogya,.11 September 2003.
Harian Jawa Pos/Radar Yogya,.15 September 2003.
Naskah Usulan Dukuh Hasil Musyawarah Dukuh se-Kabupaten Sleman, 15 Juni 2003

Pernyataan Sikap Paguyuban Lurah dan Pamong Desa “SURYO NDADARI”

Kabupaten Sleman, 4 Juni 2003.
Surat Ketua DPRD Kabupaten Sleman Nomor 188.34/0134 tanggal 3 Juli 2003.
Nota Dinas Kepala Dinas Trantib Kabupaten Sleman tanggal 13 S | embe: .J03.

Inventari i Tanah Kas Desa Kabupaten Sleman oleh Pemerintah Provinsi DIY

Tahun 2003.
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